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ABSTRAK

Istia Haswinda, 04193060, Skripsi denpan  judel Huobungan
Kesadaran Politik dan Situasi Pada Hari Pemungutan Suara [engan
Partisipasi Politik Masyarakat Ulak Karang Utara Dalam Pilkada Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2003, Sebagai pembimbing I adalah Drs. Bakaruddin
Rosyidi, MS dan Pembimbing II Doni Hendrik, 5.IP, M.Soc.5c. Skripsi ini
terdiri dari 7 Bab, vaitu: Pendahuluan; Kerangka Teori dan Pengukuran;
Metode Penelitian; Deskripsi  Lokasi'Ohjek  Penelitian; Temuan dan
Deskripsi Data; serta Analisis dan Interpretasi Data.

Penelitian di dalam skripsi ini bermjuan untuk menjelaskan hubungan
kesadaran polittk dan situasi pada hari pemungutan suara dengan rendahnya
partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Ulak Karang Utara dalam Pilkada
Provinsi Sumatera Barat tahun 20035, Konsep adalah konsep partisipasi politik,
dengan 1 variabel terikat yaitu partisipasi politik, dan 2 wvariabel bebas vaitu
kesadaran politik dan situasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kouantitatif, dengan jenis penelitian
survel, dan termasuk dalam Gipe penjelasan, Data pnimer di dalam penelitian im
dikumpulkan dengan teknik kuesioner dan wawancara langsung  dengan
responden,  Respondenfsampel  diambil  denpgan  weknik  Stravified Random
Sampling. Pengujian hipotesis di dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan
menppunakan teknik Keorelasi Kontigens,

Denpan mengpunakan lekmk Korelast Kontigensi, ditemukan bahwa nilai
Chi Kuadrat Hitung dan nila koefisien varnabel tingkat kesadaran politik dengan
variabel tingkat partisipasi politik adalah sebesar 21,416 dan +0,42, Hal ini berarti
bahwa tingkat kesadaran politik memiliki bubungan positif vang sedang dengan
tingkat partisipasi politik (Chi Kuadrat tabel: 3 481}, Sedangkan nilai Chi Kuoadra
hitung dan nilai koefisien variabel situasi pada harl pemunputan suara dengan
variahel tingkat partisipasi politik adalah sebesar 51,524 dan + 0,583, Hal ini
menunjukkan bahwa situasi pada han pemungutan svara memiliki hubungan
positf vang mantap tingkat partisipasi politik (Chi Kuadrat tabel: 34810

Akhimya, i dalam penelitian ini dapat dibuktikan bahwa tngka
kesadaran politik dan situasi pada ban pemungutan suara memiliki hubungan
dengan tingkat partisipasi poliik masyarakat Ulak Karang [ara dalam Pemilihan
Kepala Daerah Provinst Sumatera Barat Tahun 2005,

Kata kunci: tingkal partisipayi politk, tingkat kesadaran poliik, situasi pada hari
pemungutan suara, Pilkada Sumbar tahwn 2005, masyarakar Ulak Karang Urara,



BAR I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan {ahapan awal konsolidasi demokrasi di
negara-negara yang menganut sistern tersebut,' Mekanisme ini dianggap sebagai
wujud kedauvlatan rakyat karena memberikan kesempatan kepada rakyat agar
dapat ikut menenmikan siapa yang mewakili mercka di dalam pemenntahan.
Indonesia sebapai negara vang menganut sistem demokrasi menyatakan dalam
Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden babwa:

Pemnilthan Umum  yvang  selanjutnva  disebut  Pemilu adalabh  sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyast dalam Nepara Kesatuan Eepublik Indonesia

vang berdasarkan Pancasila dan Usdanp-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, untuk memilih anggota Dewan Pervakilan Rakya,

Dewan Perwakilan Dacrah, Presiden dan Wakil Presiden, anpgota Diewan

Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan

Rakwvat Dacrah Kabupaten/Kota,”

Pemilu pertama di Indonesia dilangsungkan pada tahun 19535, Pemilu ini
dibagi menjadi dua tabap. Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih angpota
DIPR., vang diikuti oleh 29 partan politik dan individu, Tahap kedus adalah Pemilu
untuk mermilib angoota keonstituante. Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai
Masional Indonesia, Masvumi, Nahdlatul Ulama, Partal Komums Indonesia, dan

Partai Svarikat Islam Indenesia. Pemilu berikutnva diselenggarakan pada tabun

1971, Pemilu ini adalah Pemilu legislatit pertama di masa orde baro, vang diikut

" Lembags [mu Pengerahuan Indonesia, Pemilihan Presiden Langsung 2004 dan Masalah
Konsalidast Demobkrasi di Indonesia, LEPL Press, Jukarta, 2005, him: 7
* Pasal 1. Undang-Undang Mo, 23 Tahon 2003 tentang Pemil Presiden dan Wakil Presiden.



oleh 10 panai politik. Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya,
Mahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Masional Indonesia, dan Partai Svarikat Islam
Indonesia.

Pada tshun 1975 pemerintahan  orde baru  memutuskan  untuk
menyederhanakan partal-partai politik vang ada di Indonesia. Hal terscbut
dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partal Politik
dan Golongan Karya:

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Partai Politik dan

Golongan Karya adalah  organisasi  kekuatan sosial politik  yang

merupakan, hasil pembaharvan, dan penyederhanaan kehidupan politik di

Indonesia, yaitu: (a) Dua Partai Politik yang pada saat berlakunya Undang-

undang ini bermama: Partai Persatuan Pembangunan dan Partal Demokras

Indonesia. (b) Satw Golongan Karya 3yarug pada saat berlakunya Undang-

undang ini bermama Golongan Karya,

Dengan dikelvarkannya Undang-Undang tersebut, maka di Indonesia
hanva ada dua partai politik dan sate polongan yang diperbolehkan mengikuti
Pemilu, vaitu Partai Persatuan Pembangunan. Partai Demokrasi Indonesia, dan
Golongan Karya. Hal ini terjadi selama lima kali Pemilu Legislatif, vaitu tahun
pemilu pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, serta 1997, Dari keseluruban Pemilu
terscbut, tidak ada satn pun vang dimenangkan baik oleh Panal Persatuan
Pembangunan maupun Partai Demokrasi Indonesia. kecuali oleh Golongan Karya.

Pemilu berikutnva, vaitu pada tahun 1999 menjadi Pemilu Legislanf
pertama setelah runtuhnya orde baru. Pemilu ini dilangsungkan pada tahun 195949

di bawah pemerintahan Presiden Bl Habibie dan ditkuti oleh 48 panai politik.

Lima besar dalam Pemilu 1999 ini adalah Partas Demokrasi Indonesia Perjuangan.

" Pazal 1, Undang-Undang Mo, 3 Tahun 1975 tentang Pamai Politik dan Golongan Karva,



Partar Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa. dan
Partai Amanat Nasional.

Pada tahen 2004, Permilu kembali diadakan wuntuk memilih anggota
lepislatif dan sebuah lembaga bara, yaitu DPD, Berikut adalsh lima besar partai
vang memperoleh suara terbanyak dalam Pemile Legislatil: Partai Golkar; Partal
Demokrast Indonesia Peguangan; Partai Kebangkitan Bangsa; Partal Persatuan
Pernbangunan; dan Parta Demokrat. Masih pada tzhun yang sama, Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung jupa diadakan untuk vang
pertama kalinya. Hal itu terjadi karena kewenangan uniuk memilih presiden dan
wakil presiden sudah tidak lagi berada di tangan MPR, melainkan Ji tangan
rakyat. Pemilihan secara langsung dimaksudkan apgar kedaolatan rakyat dapat
benar-benar terwujud, sebagaimana yang dinvatakan oleh Undang-Undang No. 23
Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umuam Presiden dan Wakil Presiden:

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakvat dalam pemerintahan negars

sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Nepara Republik Indonesia

Tahun 1945, Pemilithan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan

secara langsung oleh rakyar.’

Femilihan Presiden it dilangsungkan dalam dua putaran, karena tidak ada
pasanpan calon yang berhasil mendapatkan suara lebih dan 50% pada putaran
pertama. [Dalam putaran kedus, pasangan Sosilo Bambang Yudhovono-Jusof
Kalla akhirnya berhasil menjadi pemenang.

Tidak hanva dalam pemiliban kepala nepara (Presiden dan Wakil
Presiden), namun rakyat Indonesia kini juga dapat memilib kepala daerah mereka

sendird. Hal ini mulai berlaku setelah Undang-Undang Mo, 22 Tahun 1999 direvisi

" Undang-Undang Mo, 23 Tahun 2003 tentang Peniliban Umom Presiden dan Wakil Presiden.
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menjadi Undang-Undang Mo, 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurat Pasal 34, Undang-Undang No, 22 Tahun 199% tentang Pemerintahan
Daerah, pengisian jabatan Kepala Daersh dan Wakil Kepala Daerah dilakukan
oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan.” Sementara menurut Pasal 24
lndang-Undang No. 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala dasrah
dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasang sccara langsung oleh rakyat di
daerah vang bersangkutan,”

Proses pemilihan kepala daerah secara langsung ini awalnya berasal dan
kepesimisan masyarakat lokal terhadap kinerja kepala daerah yang selama ini
merupakan hasil rekayvasa pnlitik.? Kepala dacrah sebelum pemilihan langsung
diangpap sebagai fipur yang lehih mementingkan kepentingan pusat danpada
kepentingan daerghnya sendirl.” Jadi sistem pemilihan kepala dacrah secara
langsung im dapat dikatakan sebagai scbuah inovasi yvang bermakna dalam proses
konsolidasi demokrasi di aras lokal,

Sistem ini setidaknva memiliki sejumlah keunpgulan, jika dibandingkan
dengan model demokrasi perwakilan seperti vang terdapat dalam Undang-Undang
Noo 22 Tahun 1999 tentang Pemenntaban Dasrah, diantaranya dapat membuka
ruang partisipasi yang lebih luas bhagi masvarakat lokal dalam mewujudkan

kedaulatan mereka.” Sementara ity menurit Harl Sabaroo, Pemilihan kepala

" Pasal 34, Undang-Undang Wo. 22 Tahun 1999 enzng Pemerinczhan Dacrah.
_ Pasal 24, Undang-Undang MNo. 32 Tabun 2004 tentang Pemerintihan Dacrah,

Saldi Isra dofosm Hery Susante, Dudi lskandar, Ali Amran Hasibuan, Menggapai Demolkrasi,
Bepublika, Jakara, 2005, hlm: 64.
* Andy Fahlevi Wardana, Hubungan Antara Tingkat Kesadaran Politik Dan Tingkat Kepercayaan
Pada Pemerintaly Dengan Partisipast Polink Masyamkat Dalam Pemilikan Kepala Dacrah
Langsung, Universitas Andalas. Padang. 2006, him: 1
" hitpyfwwew, plod, ugm.ac.id'makalah/pilkadal_dan_otoda him, diakses 23 Marer 2007 16.00. wib.



daerah secara langsung memiliki beberapa  tujuan  penting,  vaitu;  dapal
mengembalikan hak-hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung;
dapat memunculkan pemimpin yang aspiratif, menciptakan stabilitas politik di
dacrah; dan menghilang praktek politik vang {maorey politic).""

Keberhasilan proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan sendin olch
masvarakatnya, diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar
diinginkan rakyat, vaitu pemimpin yang kuat, jujur, bersih, dan dapat memberikan
pelayanan prima.'’ Dengan demikian kehidupan masvarakat vang aman, damai
dan sejahtera serta demokratis dapat tercipta. Karena itulah, momentum ini tidak
boleh disia-siakan oleh segenap masvarakat lokal. Suvarm mereka  dalam
menentukan seorang kepala daerah vanp berkompeten sangatlah dibarapkan.

Tetapi pada kenyataannya tidak semua masyarakat terarik ontuk
memberikan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah. Hal tersebut dapat kita lihat
dan hasil pelaksanaan pemungutan suara di salah satu proving vang mengikut
Pilkada pada tahun 2005, yaitu Provinsi Sumatera Barat. Dar pendataan yang
dilakukan oleh KPUD Provinsi Sumatera Barat ditemukan bahwa dasrah
pemilihan vang memilikn jumlah permilih terbanyak di provins: tersebut temyats
merupakan daerah vang hampir setengah pemilibnya tidak ikul memilih dalam
Pilkada, Daerah vang dimaksod adalah Kota Padang, denpan jumlah pemilih

schanyak 538,102 cbrﬂ.m;l1 tetapl dari jumlah tersesbut, vang ikut memilih hanva

" Susanto, Op.Ci. hlm: 65,

" Sycanto, Op.Cit. him: 64.

" Rekapitulasi Pemilih Terdaftar Yang Menggunakan Hak Pilih dan Yang Tidak Menggunakan
Hak PFilih Pada Pemibthun Gubermir dan Wakil Gubernur Sumiaters Barat Tahun 2005, KPUD
Provinsi Sumatera Barat, 2005,
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schanvak 279.864 orang {32%%), sedanpkan sisanva 258.238 orang {43%) tidak

menggunakan hak pilih, seperti yang terlibat pada tabel berikut ini:"

Tahel 1.1

Jumlah Pemilih Tetap Pilkada Provinsi Sumatera Barat Tabun 2005
{Berdasarkan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat)

Kabupaten/Kota Jumlah pemilib | Pemilih  [Pemilth tidak
terdaftar | menggunakan |menggunaka
- | __hak pilih | n hak pilih
Kabupaten Agam 272.407 1723357 1004873
Kabupaien 30 Kota S PO i O | 164,205 56.766
Kabupaten Padang Pariaman ’?13_436 I 147,126 G360
Kabupaten Pasaman Barat 200,184 | 141,584 58.600
Kabupaten Solok Selatan Bd.414 | 59258 25.156
Kabupaten Dharmasraya 106575 | TR.716 27.859
Kabupaten Solok 208.911 146.815 62096
Kabupaten Pasaman L48.136 107.580 | 40,556
Kabupaten Pesisir Selatan 257412 | 131003 | 06409
Kabupaten Sawahlunto/ Snun;ung. | 12.949 71 fr]] 4].338
K.abupaten Tanah Datar 2 16.877 = 137, 132 79595
Kabupaten Kepulavuan Menlawai 3‘.75' 696 28, 'I}EE _11.668
Kota Padang 538.102 279.864 258.238
Kota Bukitting g 710702 37636 33.066
Kota Solok 36.445 22412 | 14.033
Koota Payakumbub 66.859 43.639 | 23.220
Kota Sawahlunto 35.182 22832 12.350
Kota Padang Panjang 25.873 14.872 | 11.001 |
Kota Pariaman B __48.723 29945 18.778 |
Total 2.927.904 1.856.743 | 1.071.161 |

':..wrrher AP F‘rm imyi Sueratera Maras

Tabel di atas menunjukkan hampic setengah darn jumiah pemilib di Kot

Padang tidak membenkan suaranva dalam Pilkada 2005, Setelab diamate lebh

lamut. penelit menemukan dats bahwa bagian terbesar pemilib Kota Padang vang

tidak mengpunakan hak pilthnya tersebut berada di Kecamatan Padang Utara,

dengan persentase sebesar 58.57%, seperti yang terlihat pada tabel benikut i

" Catatun Pelaksanwon Rekapimulasi Hasil Penglitungan Suar Pemiliban Unim Bepala Daerah
dan Wakil Kepalo Dasmh Provingi Sumatera Barat di Tingkat Kabupatenotr, KPUD Eota

Padang, 2005,



Tabel 1.2

Rekapitulasi Jumlah Pemilih Yang Menggunakan dan Yang Tidak

Menggunakan Hak Suara Pada Pilkada Provinsi Sumatera Barat Tabhun
2005 (Berdasarkan Kecamatan D Kota Padang)

No Kecamatan Jumlah pemilih yang Tumlah pemilih yvang
menggunakan hak pilih | tdak menggunakan hak
ilih
Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase
1 | Padang Barat 19.020 428 | 25987 57,16%
| 2 | Padang Utara ~ 20.683 41,4% | 30.782 58,537%
3 | Padang Timur 20.183 52,4% | 27371 47,56%
4 | Padang Selatan 20340 40.6% [ 21.327 50,4%
5 | Bungus T1. Kabung 8439 60,7% | 5476 39,3%
6 | Koto Tangah 4%.891 S2.8% | 44.659 47,2%
7 | Nanggalo 19660 §2.6% ] 1R.249 47 4%,
8 | Lubuk Kilangan 16.152 59.5% 11.151 | 401, 3%
o | Lubuk Begalung 37.969 59% | 26.3%4 41%
10| Kuranji $0.755 57% | 31642 43%
11| Pauh | CIRGETE 55.9% | 15.200 44.1%
| Total 279.864 | 52% | 258.238 48 %

Sumber- KPUD Kota Padang

kelurahan, vang persentase pemilih, yang menggunakan hak pilihnya lebih rendah
lagi, vaitu Kelurahan Ulak Utara, I3 kelurahan tersebut., pemilih terdaftar yang

mengpunakan hak pilihnya hanva sebanvak 1.986 orang (24.2%). seperti yang

1.ebib jauh, di kecamatan Padang Utara tersebut ternyata terdapal sebuab

terlihat pada tabel berikue, '

! Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, dan Swrat Suara Pemilihan Kepala Dacrah Provinsi Sumatera
Barat di Tingkat Kecamatan, KPUD Fota Padang, 2003.




BARB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintahan
Daerab, pemilihan kepala dacrah dan wakil kepala daerah di seluruh provinsi,
kabupaten dan kota vang ada di Indonesia dilakukan secara langsung oleh
masyarakat i daerah vang bersangkutan. Scharusnya, masyarakat secara
kescluruhan memiliki rasa antusias yang tinggi untuk tkut berparisipasi i
dalamnya, karena hanya masyarakat itu sendiri vang paling mengetabu siapa
vang terbaik menjadi pemimpin mereka.

Namun tidak demikian halnya dengan masvarakal Ulak Karang Uara
Berdasarkan data KPUD Kola Padang, masyarakal vang ikut berpartisipasi dalam
pemilihan kepala daerahnya (Gubernur dan Wakil Gubernur) hanya schesar
24.2%, Persentase tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masvarakat
Ulak Karang Utara dalam Pilkads sangatlah rendah, Oleh karena i, peneliti
tertarik untuk melihat faktor-faktor vang berhubungan dengan tingkat partisipasi
politik masyarakat Ulak Karang Utara tersebut.

Menurt Ramlan Surbakil, tinggi-rendahova partisipasi politik sescorang
memang berbubungan dengan beberapa faktor, scperti kesadaran politik dan
situasi. Denpan demikian, awalnya peneliti juga berasumsi bahwa tingkat

partisipasi politik masyarakat Ulak Karang Utara dalam Pilkada Sumbar tahun



Dafltar Pustaka

Buku Rujukan atau Teori

Huntington, Samuel P. 1994, Partisipasi Politik i Negara Berkembang.
Jakarta: Rineka Cipta.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2005, Pemifihan Presiden Langsung
2004 dan Measalah Konsalidasi Demobkrasi di Indonesia. Jakarta: LIPT

Press

Surhakti. Ramlan. 1992, Memahami Hmu Politik. Jakarta: PT Gramedia
Widiasarana Indonesia.

Sudijono, Sastroadmodjo. 1993, Perilaku Politk, Semarang: [KPl Semarang
Press,

Susanto, Hery, Dudi Iskandar, dan Ali Amran Hasibuan, 2005, Menggapar
Demokrasi. Jakarta: Republika.

Buku Metodologi
Budi. Triton Prawira. 2006, SPSS 730 Terapan, Yopgvakarta: ANDI Offser,

Bungin, Burban. 2006. Metodologi Penelitiun Kuantitarif. lakarta: Kencana
Prenada Media Group.

Hasan, Tybal. 2004, Arafisis Dare Penelivian dengan Sistik. Jakarta: Bumi
Aksara,

Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah, 2005, Metode Penelitian
Kuantitarif. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995, Metode Peneltion Suwrval
Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.

Soehartono. 1995, Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Eemaja Rosda
Farva.

Sugiarto, 2003, Texnik Sampling. Jakarta: PT Gramedia Pusiaka Ltama.

Sugiyone, 2005, Staristik Untuk Penelition, Bandung: Alfabeta.



